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PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

Mengingat

NOMOR 13 TAHUN 2012
TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

INSTANSI VERTIKAL KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden
Nomor 63 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama, dipandang
perlu untuk menetapkan Peraturan Menteri Agama
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama,;

1.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4916);

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor
47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan
Organisasi Kementerian Negara;
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3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
Eselon | Kementerian Negara sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor
24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi Eselon | Kementerian
Negara;

4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2011 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Kementerian Agama,;

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 592);

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1090/M.PAN-RB/4/2012 tanggal 1 April 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di
lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
KEMENTERIAN AGAMA.

BAB |
UMUM
Pasal 1

(1) Instansi Vertikal Kementerian Agama adalah instansi di lingkungan
Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian
Agama di daerah.

(2) Instansi Vertikal Kementerian Agama terdiri atas kantor wilayah
Kementerian Agama provinsi dan kantor Kementerian Agama
kabupaten/kota.

Pasal 2

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri atas:
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Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh;

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara;
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat;
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau;

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan;
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu;

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung;

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bangka Belitung;
10.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kepulauan Riau;

11.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

12.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat;
13.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah,;

14 Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta,;

15.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur;
16.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten;

17.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bali;

18.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat;
19.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Timur;
20.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat;
21.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah;
22.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan;
23.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur;
24.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara;
25.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah;
26.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan;
27.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tenggara;
28.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo;

29.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat;
30.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku;

31.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku Utara,;
32.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua; dan
33.Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Papua Barat.
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Pasal 3

Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Menteri Agama.

Pasal 4

Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi mempunyai tugas
melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama dalam wilayah
provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Agama dan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kantor
Wilayah Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di
provinsi;

b. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

c. pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan
madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;

d. pembinaan kerukunan umat beragama;

perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
informasi;

f. pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan
evaluasi program; dan

g. pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait,
dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas
kementerian di provinsi.

Pasal 6

Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 ayat (2) berkedudukan di kabupaten/kota, berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama.

Pasal 7

Kantor Kementerian Agama mempunyai tugas melaksanakan tugas dan
fungsi Kementerian Agama dalam wilayah kabupaten/kota berdasarkan
kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi dan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kantor
Kementerian Agama menyelenggarakan fungsi:

a.

perumusan dan penetapan visi, misi, dan kebijakan teknis di bidang
pelayanan dan bimbingan kehidupan beragama kepada masyarakat di
kabupaten/kota;

pelayanan, bimbingan dan pembinaan di bidang haji dan umrah;

pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendidikan
madrasah, pendidikan agama dan keagamaan;

pembinaan kerukunan umat beragama;

pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengelolaan administrasi dan
informasi;

pengkoordinasian perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan
evaluasi program; dan

pelaksanaan hubungan dengan pemerintah daerah, instansi terkait,
dan lembaga masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas
kementerian di kabupaten/kota.

BAB Il
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian Kesatu
Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh
Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh

terdiri atas:

a. Bagian Tata Usaha;

Bidang Pendidikan Madrasah;

Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren;
Bidang Pendidikan Agama Islam;

Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah;

Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah;
Bidang Penerangan Agama Islam, Zakat, dan Wakat;

. Pembimbing Masyarakat Kristen;
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Pembimbing Masyarakat Katolik;

j. Pembimbing Masyarakat Hindu,;

k. Pembimbing Masyarakat Buddha; dan
I. Kelompok Jabatan Fungsional.
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